
WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 5 TAHUN 2OO9

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTATAHUN 2OO7

BISMILLAHIRRAHMANIRRAH IM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang :  a .  bahwa untuk memenuhi  ketentuan pasal  9  Qanun Kota Langsa Nonror  1
Tahun 2009 tentang per tanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota Tahun 2007 d ipandang per lu  menjabi r t<an
per tanggungjawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja
Kota Tahun 2007 sebagai  r inc ian leb ih lan jut  dar i  per tanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Kota Tahun zooi j

b '  bahwa berdasarkan per t imbangan sebagaimana d imaksud dalam huruf  a
d i  a tas per lu  d i te tapkan dalam peraturan.

Mengingat  :  1 .  Undang-Undang Nomor t2  Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan
Bangunan  (Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Tahun  1985  Nomor  68 ,
Tambahan  Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Nomor  3312)
sebaga imana  te lah  d iubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun
L994 (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun Lgg4 Nomor 62
Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesra Nomor 3569) ;

2 '  Undang-Undang Nomor 1B Tahun t997 tentang Pajak Daerah dan
Retr ibus i  Daerah (Lembaran Negara Republ ik  indonesia Tahun tggT
Nomor  4 t ,  Tambahan  Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Nomor
3685)  sebaga imana  te lah  d iubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2000 Nomor
246,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4oag) ;

3 .  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  1997  ten tang  Bea  Pero lehan  Hak  A tas
Tanah  dan  Bangunan  (Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Tahun  1997
Nomor 44,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  indonesia Nomor
3 6 8 B ) ;

4 '  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  ten tang  Penye lenggaraan  Negara
Yang Bers ih dan Bebas Korupsi ,  Kolus i  dan Nepot isme (Lembaran Negara
Republ ik  Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,  Tambahan Lembaran t r tegara
Repub l i k  I ndones ia  Nomor  3851)  sebaga imana  te lah  d iubah  dengan
Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2002  ten tang  Komis i  r i ndak  p id ina
Korupsi  (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2002 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 425A);

5.  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa
(Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Tahun  2001  Nomor  83  Tambahan
Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Nomor  +110) ;

6, Undans -UndanO 
1fr



6 .  Undang-Undang  Nomor  L7  Tahun  2003  ten tang  Keuangan  Negara
(Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Tahun  2003  Nonro r  47 ,  Tamb jhan
Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4286) ;

7.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara
(Lembaran  Negara  Repub l i k  i ndones ia  Tahun  2004  Nomor  5 ,  Tamo jnan
Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Nomor  4355) ;

B.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO4 tentang Pembentukan peraturan
Perundang-Undangan  (Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Tahun  2004
Nomor  53 ,  Tambahan  Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Nomor
a389) ;

9 .  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2oo4  ten tang  pemer i ksaan
Penge lo laan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara  (Lembaran  Negara
Republ ik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,  Tambahan Lembaran Negara
Republ ik  Indonesia Nomor aa00) ;

10 .  Unr lang -Undang  Nomor  25  Tahun  2004  ten tang  S is tem pe rencanaan
Pembangunan Nasional  (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun
2004 Nomor !04,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesra
Nomor  a427) ;

11 .Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  ten tang  pemer in tahan  Daerah
(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2oo4 Nomor r2s,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4437)
sebaga imana  te lah  d iubah  un tuk  kedua  ka l i  dengan  Undang-undang
Nomor  12  Tahun  2008  ten tang  pe rubahan  Kedua  a tas  Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara
Republ ik  Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,  Tambahan Lembaran Neqara
Republ ik  Indonesia Nomor aSaa) ;

12 .  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  ten tang  pe r imbangan  Keuangan
Antara Pemer intah Pusat  dan Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara
Republ ik  Indonesia Tahun 2004 Nomor i26,  Tambahan Lembararr  Neqara
Republ ik  Indonesia Nomor 4438) ;

13 .  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  ten tang  pemer in tahan  Aceh
(Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  tahun  2006  Nomor  62 ,  Tambahan
Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4633) .

14.Peraturan Pemer intah Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan pemer intah Daerah (Lembaran
Negara  Repub l i k  I ndones ia  Tahun  2001  Nomor  4 ! ,  Tambahan  Lembaran
Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4090) ;

15.  Peraturan Pemer intah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak Daerah
(Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Tahun  2001  Nomor  119 ,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik  indonesia Nomor 413g) ;

16.  Peraturan Pemer intah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retr ibus i  Daerah
(Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Tahun  2001  Nomor  119 .
Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor a139) ;

17.  Peraturan Pemer intah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler  dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwaki lan
Rakyat  Daerah (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun zao4
Nomor  90 ,  Tambahan  Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Nomor
44L6) ;  sebagaimana te lah d iubah dengan peraturan pemer intah Nomor
37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemer intah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler  dan Keuangan p impinan dan
Anggota Dewan Perwaki lan Rakyat  Daerah (Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Nomor 45a0) ;

18.  Peraturan Pemer intah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelo laan
Keuangan  Badan  Layanan  Umum (Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ra
Tahun  2005  Nomor  48 ,  Tambahan  Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia
Nomor  a502) ;

19. Peraturan Penrerintah ./fu



19.  Peraturan Pemer intah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar  Akuntansi
Pemer i r r tahan (Lembaran I 'Jegara R.epubl ik  indonesia Tahun 2005 Nomor
49 ,  Tambahan  Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Nomor  a503) ;

20.Peraturan Pemer intah Nomor 54 Tahun 2005 tentang p in jamam Daeran
(Lenrbaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2005 Norr - ror  13 i ,
Tambahan  Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Nomor  a57O) ;

21.  Peraturan Pemer intah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Per imbangan
(Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Tahun  2005  Nomor  L37 ,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4575) ;

22.  Peraturan Pemer intah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sis tem Informasr
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2005
Nomor  138 ,  Tambahan  Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Nomor
a576) ;

23.  Peraturan Pemer intah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepaoa
Daerah  (Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Tahun  2005  Nomor  139 ,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor a577) ;

24.  Peraturan Pemer intah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelo laan
Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Tahun  2005
Nomor 144,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor
a578);

25.  Peraturan Pemer intah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar  pelayanan Min imal  (Lembar-an
Negara  Repub l i k  i ndones ia  Tahun  2005  Nomor  150 ,  Tambahan  Lembaran
Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4585) ;

26.  Peraturan Pemer intah Nomor B Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan
dan Kiner ja  Instans i  Pemer intah (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesra
Nomor 4614);

27.Peraturan Menter i  Dalam Neger i  Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman
Penge lo laan  Keuangan  Daerah  sebaga imana  te lah  d iubah  dengan
Peraturan lv lenter i  Dalam Neger i  Nomor 59 Tahun 2007;

28.  Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2007 tentang Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah rahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kota
Langsa  Tahun  2007  Nomor  7 ) ;

29.  Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2007 tentang perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah rahun Anggaran 2007 (Lembaran
Daerah Kota Langsa Tahun 2007 Nomor I7) ;

30.  Qanun Nomor 72 Tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelo laan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008
N o m o r  1 2 ) ;

31.Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2009 tentang per tanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun zaoT
(Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2009 Nomor 1) .

MEMUTUSKAN :

MCNCTAPKAN: PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KOTATAHUN 2OO7.

easat t y'



pasal  1

Laporan  rea l i sas i  anggaran  tahun  anggaran  2007  te rd i r i  a tas
1 .  Pendapa tan ;

a.  Pendapatan Asl i  Daerah

b .  Dana  Per imbangan

c .  La in - l a in  Pendapa tan  yang  sah

Jumlah  Pendapa tan

2.  Belanja

a .  Be lan3a  T idak  Langsung

1)  Belanja Pegawai

2 )  Be ian ja  Bunga

3)  Be lan la  Subs id i

4 )  Be lan ;a  H ibah

5)  Be lan ja  Ban tuan  Sos ia l

6 )  Be lan ja  Bag i  Has i l

7 )  Be lan ja  Ban tuan  Keuangan  Rp .  6 .475 .855 .200 ,00

B) Belanja Tidak Terduga RB-_999.7_ij-15!-00

J u m l a h  R p .  i  1 8 . 6 9 8 . 4 3 7 . 4 1 8 , 0 0

b .  Be lan ja  Langsung

1)  Be lan ja  Pegawa i

2)  Belanja Barang dan Jasa

3)  Be lan ja  Moda l

J u m l a h

Jumlah  Be lan ;a

SurplusT (Defisit)

3 .  Pemb iayaan

a .  Pener imaan

b .  Penge lua  ran

lumlah Pembiayaan Net to

S isa  l eb ih  pemb iayaan  anggaran
tahun berkenaan

R p .  1 0 . 8 8 7 . 0 2 5 . 2 6 7 , 1 8

R p .  2 5 8 . 8 7 7 . 0 8 3 .  1 4 1 , 0 0

RB,22.llZ.8!6-6,50_Q

Rp.  292 .547 .91  5 ,  033 ,  1B

Rp.

K p .

R p .

D n, \ P .

R p .

Rp .

92.700.442.568,00

L9 . L22 .420. 5 00, . 00

Rp.  57.265.825.603,65

Rp .  45 .003 ,473 .124 ,47

@
Rp.  177 .663 .634 .220 ,L2

Rp_. 296.f, 62.alf .638,J2

Rp.  (3.820.156.604,94)

Rp .  24 .808 .883 .037 ,05

Rp.  3.044.942.000,00

Rp 21.763.941-017-Q5

Rp 17.943.784.432,L|

Pasal 2

R ingkasan  lapo ran  rea l i sas i  anggaran  sebaga imana  d imaksud  da lam Pasar
te rcan tum da lam lamo i ran  l  Pe ra tu ran  i n i .

Pasat 3 /0



Ringkasan  lapo ran  rea l i sas i
d i r i nc r  l eb ih  l an lu t  ke  da lam

Pasa l  3

a n g g a r a n  s e b a g a i m a n a  d i m a k s u d  d a l a m  p a s a l
pen jabaran laporan rea l i sas i  anggaran.

Pasal 4

Pen jaba ran  l apo ran  rea l i sas i  anggaran  sebaga imana  d imaksud  da lam pasa l  3
tercantum dalam lampiran I I  Peraturan in i .

Pasal  5

Lamp i ran  sebaga imana  d imaksud  da lam Pasa l  2  dan  Pasa l  4  merupakan  bag ian
yang  t i dak  te rp i sahkan  da r i  Pe ra tu ran  Wa l i ko ta  Langsa  i n i .

Pasal  6

Pera tu ran  wa l i ko ta  Langsa  i n i  mu la i  be r laku  pada  tangga l  d iundangkan .
Agar  set lap orang mengetahuinya,  memer intahkan pengundangannya dengan
penernpatannya dalam Ber i ta  Daerah,

Ditetapkan di  Langsa
pada tanggai 10 _F_ebrua O=W=M

14 Shafar 1430 H

warrforA LANGSAf

.41 -

Diundangkan  d i  Langsa
pada tanggal lll_ebrual_ 2_!Q_9 M

14  Sha fa r  1430  H

RAH KOTA LANGSA,

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2OO9 NOMOR 5


